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ABSTRAK 

 

Putra, Fathur Alfan Prasetyo 2024. Penegakan Dan Efektivitas Hukum Tentang 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap 

Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun. Skripsi Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas. M.Pd. 

Kata Kunci/Keywords: Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum Pakaian Bekas 

Impor. 

Perkembangan jual beli yang semakin maju dan modern ini menuntut para 

pedagang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan para 

pembeli. Salah satunya adalah jual beli pakaian bekas impor, di mana para 

pedagang memanfaatkan pakaian bekas yang masih layak pakai dan 

memungkinkan untuk diolah kembali menjadi barang yang bagus, berguna, 

bernilai, dan bisa diperjualbelikan. Hal ini mengakibatkan permasalahan 

perekonomian di negara Indonesia, karena membeludaknya pelaku usaha yang 

hanya mementingkan hasil untuk dirinya sendiri, tanpa melihat bahaya yang 

ditimbulkan karena pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas impor ini sudah dilarang 

oleh pemerintah yang ditetapkan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 

Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, 

dalam realitanya masih banyak masyarakat yang masih menjual pakaian bekas 

impor, khususnya di Sunday Market Kota Madiun. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana usaha 

pemerintah Kota Madiun terhadap penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 40 Tahun 2022 di Kota madiun? (2) Bagaimana tinjauan efektivitas hukum 

tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi penjualan pakaian bekas 

impor di Sunday Market Kota Madiun? 

Adapun skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Dari analisis di atas ditemukan bahwa meskipun sudah ada usah dari 

pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai jual beli pakaian bekas impor, 

sampai saat ini Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun tidak membentuk 

kebijakan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 

Tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas. Kemudian kurangnya 

sosialisasi dan tidak adanya sanksi. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas 

hukum meliputi peraturan itu sendiri, penegak hukum, dan masyarakat. 

  



 

iii 
 

 

 



 

iv 
 

  



 

v 
 

 



 

vi 
 



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dan memenuhi kebutuhan.1 Seiring perkembangan di era 

modern yang terus maju ini, jual beli sudah meliputi berbagai macam 

bentuk barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Dengan berjalannya 

waktu, hal ini menuntut para pedagang untuk memenuhi berbagai macam 

kebutuhan dan keinginan para pembeli atau biasa di sebut dengan 

konsumen. Salah satunya yaitu jual beli pakaian bekas impor, di mana 

para pedagang ini memanfaatkan pakaian bekas yang masih layak dan 

memungkinkan untuk diolah kembali menjadi barang yang bagus, 

berguna, bernilai, dan bisa diperjualbelikan. 

Pengelolaan pakaian yang tidak terpakai ini menjadi barang yang 

terpakai merupakan sebuah terobosan baru yang dapat membawa 

perubahan di masa ini dan masa depan. Selain berguna dalam mengurangi 

sampah dalam penumpukan, memanfaatkan barang yang masih layak 

digunakan dapat menghindarkan dari kata mubadzir, di mana tidak adanya 

pemborosan terhadap barang-barang yang dulu sudah di beli, karena 

 
1 Wahono Diphayana, Perdagangan Internasional (Deepublish, 2018), 1. 
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dalam hal ini dapat memeberi kemanfaatan untuk mermbiasakan dalam 

berrperrilakur hermat. Pakaian berkas ini dapat di serburt derngan thrift. Thrift 

di sini merrurpakan istilah yang mu rncurl serterlah berrbagai istilah jural berli 

pakaian berkas serkern serperrti thrift, loak. Thrift diperrkirakan terlah murncurl 

serjak tahurn 1980-an, awal perrkermbangannya di wilayah perrbatasan 

derngan nergara tertangga serperrti Surmaterra, Batam, Kalimantan, hingga 

Surlawersi mernjadi termpat urtama impor pakaian berkas. Seriring 

berrjalanannya waktur pakaian berkas impor murlai masurk ker purlaur Jawa, 

kerbanyakan pernjural mernjural barang terrserburt derngan mernyerburt barang 

impor bu rkan barang berkas.2 

Perrkermbangan jural berli pakaian berkas impor yang sangat cerpat ini 

merngakibatkan perrmasalahan perrerkonomian di nergara Indonersia karerna 

mermberlu rdaknya perlakur ursaha yang hanya mermerntingkan hasil urnturk 

dirinya serndiri. Maka dari itur, permerrintah mernertapkan adanya Perraturran 

Mernterri Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022 yang merngaturr terntang 

larangan jural berli pakaian berkas impor.3 Adanya perraturran larangan 

pernjuralan pakaian berkas ini karerna berrpoternsi mermbahayakan manursia 

serhingga tidak aman urnturk dimanfaatkan dan digurnakan olerh masyarakat. 

Serperrti yang dikurtip dari merdia viva.co.id, bahwasannya permerrintah terlah 

merngerlu rarkan larangan mernggurnakan pakaian berkas, karerna 

merngandurng riburan bakterri dan kurman yang berrbahaya. Adapurn 

 
2 admin, “Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square,” 16 Juni 

2023, https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/. 
3 “Permendag Nomor 40 Tahun 2022.pdf,” t.t 
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perrtimbangan terrserburt dan urnturk merlindurngi kerperntingan konsurmern, 

perrlur adanya larangan impor pakaian berkas.4 

Dalam agama Islam jurga diajarkan bahwa hurburngan manursia 

dalam masyarakat harurs dilaku rkan atas dasar perrtimbangan yang 

merndatangkan manfaat dan mernghindarkan dari murdharat. Manfaat di 

sini dalam jural berli pakaian berkas para pernjural bisa merndapatkan harta 

yang halal dan tidak dilarang sercara syariat. Namurn dalam hal ini jurga 

harurs diperrtimbangkan dari sergi murdharatnya, yaitur bahaya yang ada 

dalam pernjuralan pakaian berkas terrhadap kerserhatan para permakainya. 

Berrdasarkan obserrvasi pernerliti, jural berli pakaian berkas impor 

serperrti ini dapat dijurmpai di Surnday Markert Kota Madiurn. Su rnday Markert 

Kota Madiurn ini berrtermpat di Jl. Ahmad Yani terpatnya di arera bantaran 

kali Kota Madiurn. Surnday Markert pada awalnya mermiliki nama Car Frerer 

Day (CFD) yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan Kota Madiurn. Pasar yang 

hanya ada sertiap hari minggur pagi purkurl 7 sampai derngan purkurl 11 ini 

terrdapat ratursan perdagang Ursaha Mikro Kercil dan Mernerngah (UrMKM) 

yang mernjural berrbagai dagangannya. Pasar terrserburt diurbah namanya 

mernjadi Surnday Markert dan dirersmikan olerh gurberrnurr Jawa Timurr, Ibu r 

Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 4 Agursturs 2019. Surnday 

Markert ini mernjadi salah satu r ikon urnturk para perngu rsaha urnturk 

 
4 Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 

3,” diakses 17 Oktober 2023, https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-

pemerintah-larang-thrifting-ternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3. 
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merngermbangkan bisnisnya.5 

Serperrti yang terrjadi di Su rnday Markert Kota Madiurn, pernerliti 

masih mernjurmpai pernjural pakaian berkas yang hanya mermerntingkan hasil 

kerurnturngan urnturk dirinya serndiri dan merngernyampingkan perraturran yang 

surdah ditertapkan olerh permerrintah. Merskipurn surdah dilarang, namurn 

dalam praktiknya masih terrdapat perlakur ursaha yang masih mernjural 

pakaian berkas impor dan mernghiraurkan aturran terrserburt. 

Derngan adanya urraian perrmasalahan diatas, perrlu r dilakurkan 

pernerlitian dan tinjauran merngernai larangan bisnis pakaian berkas impor di 

Surnday Markert Kota Madiurn derngan jurdurl “PENEGAKAN DAN 

EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP 

LARANGAN  JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN” 

B. Rumusan Masalah 

Berrdasarkan derskripsi latar berlakang diatas, pernerliti mernermurkan 

perrsoalan yang dapat dirurmurskan serbagai berrikurt: 

1. Bagaimana usaha Pemerintah Kota Madiun dalam penegakan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota 

Madiun? 

2. Bagaimana tinjauran erferktifitas hurkurm terrhadap faktor perndurkurng dan 

pernghambat implermerntasi pernjuralan pakaian berkas impor di Surnday 

 
5 Advertorial, “Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal,” detiknews, 

diakses 15 Oktober 2023, https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-

madiun-serap-ratusan-pedagang-lokal. 
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Markert Kota Madiurn? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Urntu rk mernjerlaskan usaha Pemerintah Kota Madiun dalam 

penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di 

Kota Madiun. 

2. Urntu rk mernjerlaskan tinjauran erferktifitas hurkurm terntang faktor 

perndurkurng dan pernghambat implermerntasi pernjuralan pakaian berkas 

impor di Surnday Markert Kota Madiurn. 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan pernurlis dalam pernerlitian ini dapat mermberrikan manfaat 

baik manfaat teroritis dan manfaat praktis. Adapurn harapan pernurlis serbagai 

berrikurt: 

1. Manfaat Teroritis 

 Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat mermerberrikan masurkan bagi 

masyarakat serhingga pernerrapan perraturran mernterri perrdagangan nomor 40 

tahurn 2022 terrhadap pernjuralan pakaian berkas impor dapat dijalankan derngan 

baik. 

2. Manfaat praktis 

 Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan kontribursi permikiran 

komprerhernsif merngernai hurkurm, khursursnya merngernai pernjuralan pakaian berkas 

impor apakah surdah sersurai derngan perraturran mernterri perrdagangan nomor 40 

tahurn 2022. Mermberrikan perngertahuran bagi masyarakat terntang adanya 

perraturran larangan bisnis pakaian berkas impor karerna adanya bahaya 

permakaian pakaian berkas impor. Bagi pernjural jurga harurs sadar dan tidak 
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mernjural pakaian berkas impor karerna bahaya yang ditimburlkannya, dan urnturk 

pernergak hurkurm yaitur serbagai bahan ervalurasi agar perraturran terrserburt dapat 

berrjalan lerbih erferktif lagi. 

E. Telaah Pustaka 

Pernerlitian yang dilakurkan olerh pernerliti burkanlah pernerlitian yang 

perrtama kali yang mermbahas terntang pakaian berkas impor, tertapi surdah 

ada banyak pernerlti terrdahurlur yang merlakurkan pnerlitian derngan objerk 

yang sama.  Pada dasarnya, pernerlitian terrdahurlur merrurpakan kajian yang 

merngkaji terntang pokok-pokok bahasan yang terrkait dangan masalah 

yang pernerliti kaji. Adanya prosers dan hasil perlaksanaan pernerlitian 

diperrkurat derngan adanya kajian pernerlitian terrdahurlur yang rerlervan 

derngan pernerlitian pernurlis. 

Pernurlis perrtama, skripsi Fahrurrrozaki dalam skripsinya yang 

berrjurdurl “Tinjauran Sadd Al-Dhari’ah Terrhadap Perrurndangan di 

Indonersia Terntang Larangan Impor Pakaian Berkas” yang mernyatakan 

bahwasannya kerbijakan larangan pakaian berkas impor ditertapkan 

berrdasarkan kermasalahatan urmurm, serhingga progam larangan pakaian 

berkas impor sersurai derngan Sadd Al- Dhari’ah dalam hal perrlindurngan 

kerserhatan para konsurmern urnturk mermernurhi kerburturhan masyarakat serrta 

dermi merwurjurdkan kerserjahterraan masyarakat. Adapurn perrberdaannya 

pernerlitian ini mernggurnakan perraturran permerrintah No.7 Tahurn 2014 

Terntang perrdagangan ditinjaur dari Sadd Al-Dhari’ah, berrberda derngan 

pernerlitian saya yaitur mernggurnakan perraturran mernterri perrdagangan No. 
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40 Tahu rn 2022.6 

Kerdura, jurrnal yang diturlis olerh Apri Naldi, Kasturlani, Nurr 

Hidayat yang berrjurdurl “Sturdi Komperratif Perrerdaaran Barang Impor 

Berkas Berrdasarkan Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor: 51/M- 

DAG/PErR.7/2015 Derngan Perraturran Mernterri Kerurangan Nomor 

6/PMK.010/2022” dimana pernerlitian ini berrturjuran urnturk merlindurngi 

masyarakat dari kerserhatan dan disisi lain jurga urnturk merlindurngi indurstri 

lokal dari germpurran pakaian berkas impor. Adapurn perrberdaannya 

pernerlitian ini mernggurnakan sturdi komperrati perrberdaan barang impor 

berkas berrdasarkan Perraturran Mernterri Prdagangan Nomor: 51/M-

DAG/PErR.7/2015 derngan Pratu rran Mernterri Kerurangan Nomor: 

6/PMK.010/2022. Berrberda derngan pernerlitian saya yang mernggurnakan 

praturran Mernterri Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022.7 

Kertiga, skripsi Surhaermi Su rdin yang berrjurdurl “Jural Berli Pakaian 

Berkas Dalam Perrsperkti Erkonomi Islam Di Pursat Perrniagaan Palopo yang 

mernyatakan bahwasannya jural berli pakaian berkas di Pursat Niaga Palopo 

diperrbolerhkan karerna tidak adnya urnsurr yang merrurgikan salah satu r 

pihak dan jurga surdah sersurai derngan perrsperktif erkonomi Islam. Adapurn 

perrberdaannya pernerlitian ini mernerliti terntang jural berli pakaian berkas 

mernurrurt perrsperktif erkonomi islam, berrberda derngan pernerlitian saya yang 

 
6 Fahrurrozaki Fahrurrozaki, “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundanggan Di 

Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/. 
7 Apri Naldi, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri KEeuangan 

Nomor: 6/PMK.010/2022,” t.t. 
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lerbih fokurs kerpada usaha dinas perdagangan terhadap Peraturan Mernterri 

perrdagangan terrhadap larangan bisnis pernjuralan pakaian berkas impor 

dan faktor pendukung dan penghambat implementasi larangan jual beli 

pakaian bekas.8 

Kerermpat, skripsi Akbar Galih Rerndra Pradipta yang berrjurdurl 

“Kajian Praktik Jural Berli Pakaian Berkas Terrhadap Perncapaian 

Maṣlaḥah Murrsalah Di Pasar Turgur Pahlawan Surrabaya” mernyatakan 

kergiatan praktik jural berli pakaian berkas di Pasar Turgur Pahlawan Suraraba 

yaterlah merncapai mslahah murrsalah dimana dalam praktiknya jural berli 

terrserburt merndatangkan manfaat dan mernolak kermurdaratan bagi 

masyarakat. Adapurn perrberdaan pernerlitian ini terrdapat pada asperk 

tinjaurannya yang lerbih mermfokurskan sisterm jural berlinya, serdangkan 

pernerlitian saya tinjaurannya mernggurnakan Perraturran Mernterri 

Perrdagangan terrkait larangan bisnis pakaian berkas impor.9 

Kerlima, skripsi milik Wahyur Dwi Maurlana yang berrjurdurl 

“Implermerntasi Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor 51/M- 

DAG/PErR/7/2015 Terntang Larangan Impor Pakaian Berkas Di Kota 

Jambi” yang mernyatakan bahwasannya implermerntasi dalam aturran 

terrserburt masih ada tindakan permursnahan yang sersu rai derngan 

PErRMErNDAG terrserburt, hanya saja serbatas merlakurkan permbinaan serrta 

 
8 Suhaemi Sudin Suhaemi Sudin, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persfektif Ekonomi 

Iislam Di Pusat Niaga Palopo” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 

http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/651/. 
9 “Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Maslahah Mursalah di Pasar Pagi Tugu 

Pahlawan Surabaya,” diakses 12 Oktober 2023, https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-

praktik-pakaian-terhadap-maslahah-mursalah-pahlawan-surabaya.html. 



9 

 

 
 

perngawasan saja. Adapurn perrberdaannya pernerlitian ini merngururnakan 

tinjauran perrmerndag nomor 51/M- DAG/PErR/7/2015, kermu rdian dalam 

pernerlitian Wahyur fokurs masalahnya berrurpa implermerntasi, kerndala serrta 

urpaya yang dilakurkan permerrintah dalam merwurjurdkan perratu rran mernterri 

perrdagangan terrkait larangan impor pakaian berkas di Kota Jambi.10 

Adapurn pernerlitian saya hanya mernggurnakan perraturran mernterri 

perrdagangan No 40 Tahurn 2022. 

F. Metode Penelitian 

1. Jernis dan Pernderkatan Pernerlitian 

a. Jernis Pernerlitian 

 Jernis pernerlitian ini merrurpakan jernis pernerlitian lapangan (fierld 

rerserarch). Pernerliti berrursaha urnturk mermbahas dan mernjerlaskan derngan 

rinci terntang perrmasalahan yang diangkat surpaya pe rnderkatan yang 

digurnakan mampur mernjerlaskan dan merncapai turjuran dari pernerliti. 

Pernerlitian lapangan di sini, pernerliti mermperrolerh data informasi sercara 

langsurng derngan merlakurkan obserrvasi sercara langsurng di Surnday Markert 

Kota Madiurn. 

b. Pernderkatan Pernerlitian 

 Pernderkatan pernerlitian dalam pernerlitian ini mernggurnakan 

pernderkatan kuralitatif. Adapu rn pernerliti mermperrolerh kerterrangan derngan 

merlakurkan wawancara dan obserrvasi sercara langsurng derngan merndatangi 

perlakur bisnis pakaian berkas impor yang ada di Surnday Markert Kota 

 
10 Wahyu Dwi Maulana, Implementasi Peraturan Menteri PEerdagangan Nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi, 2019. 
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Madiurn dan Permerrintah Dinas Perrdagangan Kota Madiurn. 

2. Kerhadiran Pernerliti 

Kerhadiran pernerliti di lapangan dalam pernerlitian kuralitatif pernerliti 

berrtindak serbagai instrurmern urtamanya serkaligurs perngurmpurl data. Pernerliti 

terrjurn langsurng ker lapangan urnturk merngamati dan merngurmpurlkan data yang 

diburturhkan serrta berrperran dari awal sampai akhir pernerlitian derngan merlakurkan 

wawancara terrhadap informan pernerlitian sercara langsurng. 

3. Lokasi Pernerlitian 

Pernerlitian ini dilakurkan di Dinas Perrdagangan Kota Madiurn yang 

berralamatkan di Jl. Salak No.67, Kercamatan Taman Kota Madiurn. Lokasi ini 

dipilih serbagai termpat dilaksanakan pernerlitian karerna Dinas Perrdagangan ini 

merrurpakan pernergak hurkurm dalam perraturran adanya larangan bisnis pakaian 

berkas impor dan Surnday Markert Kota Madiurn yang berralamatkan di Jl. Ahmad 

Yani. Lokasi ini dipilih serbagai termpat dilaksanakannya pernerlitian karerna 

Surnday Markert ini mernjadi salah satur ikon urnturk para perngursaha urnturk 

merngermbangkan bisnisnya. Namurn masih banyak pernjural yang mernjural 

pakaian berkas impor (thrift), merskipurn surdah ada Perraturran Mernterri 

Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022 terntang barang dilarang erkspor dan 

barang dilarang impor. 

4. Data dan Surmberr Data 

Jernis data yang digurnakan dalam pernerlitian ini yaitur kuralitatif, di 

mana pernjerlasannya burkan dari angka-angka, merlainkan dari suratur kata yang 

mernggambarkan dari data yang diperrolerh dari wawancara, obserrvasi, dan 

dokurmerntasi. 

Surmberr data mermiliki arti termpat ataur orang di mana dari serserorang 
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terrserburt diperrolerh sersuratur ataur informasi. Berrdasarkan surmberr data pernerlitian 

dibagi mernjadi dura yaitur surmberr data primerr dan surmberr data serkurnderr: 

a. Data primerr didapat derngan cara langsurng derngan merlaluri obserrvasi 

dan wawancara di dinas perrdagangan Kota Madiurn perlakur bisnis 

pakaian berkas impor (thrift) di Surnday Markert Kota Madiurn. Data 

yang didapat serbagai berriku r: 

1. Usaha Dinas Perdagangan terhadap penegakkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. 

2. Faktor perndurkurng dan pernghambat implermerntasi pernjuralan 

pakaian berkas impor di Surnday Markert Kota Madiurn. 

b. Data serkurnderr didapat dari berberrapa literraturr dokurmern serperrti 

burkur, jurrnal pernerlitian, skripsi, interrnert, dan lain-lain.11 

5. Terknik Perngurmpurlan Data 

Terknik dalam perngurmpurlan pernerlitian ini yaitur mernggurnakan fierld 

rerserarch. Dimana dalam terknik ini digurnakan urnturk mermperrolerh data dari apa 

yang diderngar, dilihat, dialami, dan dipikirkan saat merlakurkan pernerlitian di 

lapangan. Adapurn terknik yang digurnakan urnturk mermperrolerh data dalam 

pernerlitian lapangan ini yakni serbagai berrikurt: 

a. Wawancara 

  Wawancara merrurpakan bernturk serburah prosers interraksi ataur 

komurnikasi yang dilakurkan olerh dura orang, yaitur perwawancara dan 

narasurmberr urnturk merndapat informasi yang diperrolerh dan dinyatakan 

 
11 Dr H. Salim dkk M. Pd, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis 

(Kencana, 2019), 103. 
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dalam turlisan, rerkaman sercara aurdio. Wawancara ini dilakurkan di Dinas 

Perrdagangan berrsama pak Anang Wibowo ST serbagai Surbkoordinator 

Pernggurnaan dan Permasaran Produrk Dalam Nergerri (Analis Perrdagangan 

Ahli Murda), serdangakan di Surnday Markert Kota Madiurn wawancara 

dilakurkan derngan Ibur Yurningsih, Mas Dafa serlakur permilik lapak bisnis 

pakaian berkas impor. Data yang diperrolerh yaitur merngernai usaha pihak-

pihak terkait terhadap penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Madiun dan data merngernai faktor 

perndurkurng dan pernghambat implermerntasi pernjuralan pakaian berkas impor 

di Surnday Markert Kota Madiurn. 

b. Obserrvasi 

  Obserrvasi di sini merrurpakan kergiatan perngamatan pada serburah 

objerk sercara langsurng dan de rtail derngan turjuran merndapat informasi yang 

reral dan nyata terrkait objerk terrserburt. Obserrvasi ini harurs mermpurnyai 

turjuran, yang mana perngamatan tanpa turjuran burkannlah serburah obserrvasi. 

Turjuran dari obserrvasi   ini   adalah urnturk mernderskripsikan lingkurngan 

yang diamati, mermberrikan kersimpurlan ataur diagnosis berrdasarkan 

perrsperktif indifidur. 

  Dalam pernerlitian ini pernerliti ikurt terrlibat sercara langsurng ker 

lokasi, merngamati sercara langsurng kergiatan jural berli pakaian berkas impor 

yang ada di Surnday Marke rt Kota Madiurn terrserburt. Obserrvasi yang 

dilakurkan pernerliti urnturk mernderskripsikan lingkurngan yang diamati dan 

merlihat keradaan dalam pernjuralan pakaian berkas impor. Obserrvasi yang 

dilakurkan pernerliti urnturk merngurmpurlkan data berrurpa catatan informasi 

merlaluri perngamatan ataur pe rristiwa yang ada di Surnday Markert Kota 
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Madiurn yang dilakurkan pada tanggal 8 Oktoberr 2023. 

c. Dokurmerntasi 

  Dalam mertoder dokurmerntasi merrurpakan kergiatan ataur prosers 

dalam mernyerdiakan dokurmern, burkur, arsip, dan gambar yang berrurpa 

laporan dan kerterrangan yang dapat merndurkurng pernerliti dan 

mermeranfaatkan burkti yang pasti berrdasarkan perncatatan be rrbagai surmberr. 

Dalam pernerlitian ini, pernerliti merngurmpurlkan data derngan cara merngambil 

dokurmern berrurpa gambar terrkait derngan jural berli pakaian berkas impor yang 

ada di Surnday Markert Kota Madiurn. 

6. Terknik Analisis Data 

Mernurrurt Crerswerll serbagaimana dikurtip olerh Surgiono dalam pernerlitian 

kuralitatif, analisis data merrurpakan ursaha pernerliti dalam mermaknai data, baik 

berrurpa terks ataur gambar yang dilakurkan sercara mernye rlurrurh. Berrikurt 

merrurpakan tahap- tahap dalam analisis data: 

a. Perngurmpurlan Data 

  Perngurmpurlan data merrurpakan terknik di mana sermura data akan 

dikurmpurlkan. Data yang akan dikurmpurlkan mernggurnakan tiga terknik 

perngurmpurlan data, yaitur obserrvasi, wawancara, dan dokurmerntasi. 

Perngurmpurlan data mernggurnakan cara mernggaburngkan kertiga terrserburt 

diperrolerh serlama berrhari-hari dan berrminggur minggur. Adapaurn data yang 

dikurmpurlkan dalam pernerlitian ini yang berrkaitan derngan analisis 

e rferktivitas hurkurm terntang implermerntasi perraturran mernterri perrdagangan 

nomor 40 tahurn 2022 terrhadap larangan jual beli  pakaian berkas di Kota 

Madiurn. 

b. Kondernsasi Data 
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  Kondernsasi data merrurpakan prosers permilihan, permursatan 

perrhatian pada pernyerrderrhanaan, perngabstrakan, transformasi data kasar 

yang murcurl dari catatan-catatan lapangan. Kondernsasi data berrkaitan 

derngan prosers serlerksi, fokursing, simplikasi, abstraksi ataur 

merntransformasi data yang diperrolerh sercara urturh dalam bernturk catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokurmern lain serbagai sarana validasi data, 

dimana kondernsasi data merrurpakan bagian dari analisis data yang 

mermperrtajam, merngaturr jernis data, mermfokurskan dan merngerlerminir data 

serhingga dapat ditarik kersimpurlan. 

  Data yang dikondernsasi adalah data merngernai perrmasalahan 

kajian, di mana dalam pernerlitian ini pernerliti akan mermahami data terrkait 

pernerrapan perraturran mernterri perrdagangan nomor 40 tahurn 2022 terrhadap 

larangan bisnis pakaian berkas impor (thrift) di Surnday Markert Kota 

Madiurn, kermurdian mernitik fokurskan informasi terrhadap perlaksanaan 

perraturran mernterri perrdagangan nomor 40 tahurn 2022 terrhadap larangan 

bisnis pakaian berkas impor (thrift) di Kota Madiurn. 

c. Pernyajian Data 

  Yang dimaksurd derngan pernyajian data dalam perne rlitian ini adalah 

suratur kergiatan merngurmpurlkan informasi yang surdah didapatkan urnturk 

mernarik kersimpurlan dan pe rngambilan data yang berrurpa turlisan narasi 

ataur dalam bernturk catatan lapangan. 

d. Pernarikan Kersimpurlan 

   Pernarikan kersimpurlan dalam pernerlitian ini berrturjuran 

u rnturk merngertahuri hasil dari data yang surdah diperrolerh serlama prosers 

pernurlisan berrlangsurng, merninjaur urlang sermura catatan lapangan serrta urnturk 
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merngertahuri data yang sersu rai derngan rurmursan masalah yang terlah 

diternturkan olerh pernerliti.12 

7. Perngercerkan Kerabsahan Data 

Dalam merlakurkan pernerlitian, serringkali merngalami kersurlitan dan 

kerraguran derngan data yang didapat, di mana urnturk mernghindari kersalahan dan 

kerkerliruran data yang surdah terrkurmpurl, maka pernerliti perrlur merlakurkan urji 

perngercerkan data. Terknik perngercerkan kerabsahan data merrurpakan serburah terknik 

gurna mernderterksi kerbernaran data yang diperrolerh dalam perne rlitian. Adapurn 

pernerliti merlakurkan perngercerkan kerabsahan data merlaluri terknik kerterkurnan 

perngamatan. 

Derngan kerterkurnan perngamatan ini pernerliti merndapat data yang bernar-

bernar baik dan valid yang didapat derngan cara mermbandingkan derngan 

kernyataan yang serbernarnya. Dalam pernerlitian ini, pernerliti merlakurkan 

berberrapa cara urnturk merningkatkan kerterkurnan di antaranya derngan cara 

mermbaca berrbagai rerferrernsi burkur dan hasil pernerlitian yang surdah ada ataur 

dokurmerntasi terrkait derngan termuran yang diterliti. Derngan mermbaca, wawasan 

pernerliti akan sermakin luras dan tajam serhingga dapat digurnakan urnturk 

mermerriksa data yang ditermurkan apakah surdah bernar dan diperrcaya ataur 

berlurm. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistermatika permbahasan adalah rangkaian urrurtan yang terrdiri 

dari berberrapa urraian suratur permbahsan dalam pernerlitian. Turju ran pernerliti 

 
12 Prof. Dr. Sugiyono, METODE PENELITIAN KUALITATIF KUALITATIF dan R&D, 1 

(Bandung: ALFABETA, September), 322–329. 
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sercara sistermatis adalah urntu rk mermurdahkan permbaca dalam 

mermperlajari isinya. Urnturk merngiderntifikasi masalah yang pu rnurlis terlah 

paparkan merngernai analisis erferktivitas hurkurm dan terori maslahah 

terntang implermerntasi perraturran mernterri perrdagangan nomor 40 tahurn 

2022 terrhadap larangan bisnis pakaian berkas di Kota Madiurn. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Perndahurluran terrdiri atas latar berlakang 

perrmasalahan di mana terrdapat masalah- 

masalah yang terrjadi di lapangan dan 

kermurdian akan difokurskan dalam pernerlitian. 

Serlain itur, pada bab perrtama ini jurga terrdiri 

atas rurmursan masalah, turjuran pernerlitian, 

manfaat pernerlitian terrkait usaha dinas 

perdagangan terhadap perraturran mernterri 

perrdagangan nomor 40 tahurn 2022 terntang 

larangan jual beli pakaian berkas di Kota 

Madiu rn, kermurdian terlaah purstaka, mertode r 

pernerlitian, dan sistermatika permbahasan. 
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BAB II : TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN 

PENEGAKAN HUKUM 

Bab kerdura ini berrisi terori yang akan 

digurnakan urnturk mernganalisis data, yaitur 

merngernai pernjabaran terrkait erferktivitas 

hurkurm dan penegakan hukum. Surb bab 

yang berrkaitan terntang penegakan hukum 

yaitu pengertian penegakan hukum, unsur-

insur dalam penegakan hukum. Sub bab 

erferktivitas hurkurm yaitur perngerrtian 

erferktivitas hurkurm, faktor-faktor yang 

mermperngarurhi hurkurm, kersadaran hurkurm.  

 

BAB III 

 

: 

 

IMPLEMENTASI LARANGAN JUAL 

BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA 

MADIUN 

Bab ini berrisi permaparan data-data yang 

didapat merngernai erferktivitas hurkurm terntang 

implermerntasi Perraturran Mernterri 

Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022 

terrhadap larangan jual beli pakaian berkas di 

Kota Madiurn yang di dapatkan di Dinas 

Perrdagangan Kota Madiurn dan di Surnday 
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Markert Kota Madiurn. Adapurn yang pernerliti 

bahas yaitur merngernai faktor pendukung dan 

pengahambat, merlipurti kaidah-kaidah 

hurkurm itur serndiri, perturgas ataur pernergak 

hurkurmnya, sarana dan fasilitas, kersadaran 

masyarakat, faktor burdaya. 

 

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM 

TERHADAP IMPLEMENTASI 

PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 

2022 TERHADAP LARANGAN BISNIS 

PAKAIAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS 

IMPOR KOTA MADIUN  

Bab kerermpat ini mermbahas usaha 

pemerintah Kota Madiun dalam penegakan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 

Tahun 2022 dan analisis erferktivitas hurkurm 

yang ditinjaur dari lima faktor yaitur faktor 

hurkurm, faktor pernergak hurkurm, faktor sarana 

fasilits, faktor masyarakat, dan faktor 

kerburdayaan.   
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berrisi pernurturp yang merru rpakan bab 

terrakhir pernerlitian lapangan yang berrisi 

kersimpurlan dan saran dari hasil pernerlitian 

yang terlah di bahas olerh pernerliti merngernai 

“PENEGAKAN DAN EFEKTIVITAS 

HUKUM TENTANG PERATURAN 

MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 

TAHUN 2022 TERHADAP LARANGAN 

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KOTA 

MADIUN” 
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BAB II 

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  

A. Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegeakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas 

pilihan yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (law 

enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan 

dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek 

hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-

peradilan. Bahkan, dalam pengertian luas lagi, kegiatan penegakan 

hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai 

perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek 

hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

benar-benar ditaati dan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. 

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan 

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan.1 

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan 

upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil 

yang sempit maupun materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam 

 
1 Wicipto Setiadi, “PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN 

HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,” Majalah 

Hukum Nasional 48, no. 2 (3 Desember 2018): 4, https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99. 
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setiap perbuatan hukum, baik dalam subyek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin 

berfungsinyan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan  

bermasyarakat dan bernegara.2 

2. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapka  

dapat ditetapkan nya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. 

Bagaiamana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak 

dibolehkan  menyimpang emskipun dunia ini runtuh hukum harus 

ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherhit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeif). 

a. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang 

akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu 

masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 

b. Kemanfaatan 

 
2 Wicipto Setiadi, “PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN 

HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,” Majalah 

Hukum Nasional 48, no. 2 (3 Desember 2018): 5, https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99 
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Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanakaan hukum 

atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat. Jangan sampai hukumnya  dilakasanakan dan ditegaskan 

timbuk adanya keresahan  di dalam masyarakat.  

c. Keadilan  

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. 

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat 

menyamaratakan tanpa membeda-bedakan orangnya.  

 

B. Efektivitas Hukum 

1. Perngerrtian Erferktivitas Hurkurm 

Erferktivitas sercara ertimologi merrurpakan kata yang berrasal dari 

bahasa Inggris yaitur erfferctiver yang artinya kerberrhasilan dalam 

merncapai turjuran yang terlah ditertapkan. Serdangkan dalam terrminologis 

erferktivitas yaitur adanya kersersu raian dalam suratur kergiatan orang yang 

merlaksanakan turgas derngan sasaran yang diturjur. Erferktivitas serlalur 

berrhu rburngan antara hasil yang diharapkan derngan hasil yang 

sersurnggurhnya. 

Mernurrurt Hans Kerlsern dikurtip olerh Nurr Fitryani Sirergar, 

erferktivitas hurkurm itur sama derngan validitas hurkurm. Adapurn validitas 

hurku rm ini berrarti norma-norma hurkurm yang merngikat, bahwa orang 

harurs berrburat sersurai derngan yang diharurskan olerh norma-norma 

hurku rm. Erferktivitas hurkurm mermpurnyai arti bahwa orang bernar-bernar 
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berrbu rat sersurai norma hurkurm serbagaimana merrerka harurs berrburat, 

diterrapkan dan harurs dipaturhi. Erferktivitas hurkurm merncerrminkan 

kernyataan bahwasannya individur bernar-bernar merngikurti norma-norma 

hurku rm serbagaimana yang serharursnya, bahkan norma-norma terrserburt 

harurs diterrapkan dan dipaturhi sercara nyata. Turjuran hurkurm mernurrurt 

Hans Kerlsern yang dikurtip olerh Nurr Fitriyani Sirergar yaitur urnturk 

merncapai kerdamaian derngan merwurjurdkan kerpastian dan keradilan 

dalam masyarakat.3 Jerlasnya, hurkurm mermburturhkan formurlasi aturran 

hurku rm yang berrlakur sercara urmurm, dan mernurnturt perlaksanaan yang 

tergas. Hal ini merngakibatkan kerburturhan urnturk hurkurm dikertahuri sercara 

pasti olerh masyarakat, karerna hurkurm terrdiri atas aturran-aturran yang 

ditertapkan urnturk perristiwa-perristiwa saat ini dan masa derpan, dan 

aturran terrserburt berrlakur sercara u rmurm. 

Mernurrurt Soerrjono Soerkanto, erferktivitas hurkurm merrurpakan 

patokan merngernai sikap tindak ataur perrilakur yang pantas. Dalam 

tindakan  ataur  reralita  hurkurm  dapat  dikertahuri  apabila  serserorang 

mernyatakan bahwa suratur kaidah hurkurm berrhasil ataur gagal merncapai 

turjurannya, maka hal itur biasanya dikertahuri apakah perngarurhnya 

berrhasil merngaturr sikap tindak ataur perrilakur terrterntur serhingga sersurai 

derngan turjurannya ataur tidak. Salah satur urpaya yang biasanya dilakurkan 

agar masyarakat mermaturhi dan turndurk akan kaidah hu rkurm adalah 

derngan adanya sanksi yang diberrikan. Sanksi-sanksi terrserburt dapat 

 
3 Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” t.t.,  2–3. 
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mernimburlkan kersadaran merraka agar tidak merlakurkan tindakan 

terrcerla.4 

Jadi, erferktivitas hurkurm mernurrurt perngerrtian di atas merngartikan 

bahwa indikator erferktivitas dalam arti terrcapainya sasaran ataur turjuran 

yang terlah diternturkan serberlu rmnya merrurpakan serburah perngurkurran 

suratu r targert terlah terrcapai sersu rai derngan apa yang terlah direrncanakan.  

Apabila turjuran yang dimaksu rd adalah turjuran instansi maka prosers 

perncapaian turjuran terrserburt merrurpakan kerberrhasilan dalam 

merlaksanakan program ataur kergiatan mernurrurt werwernang, turgas, dan 

furngsi instansi terrserburt. 

Serburah hurkurm dapat dikatakan erferktif bila perngarurhnya 

berrhasil merngaturr sikap tindak ataur perrilakur terrterntur serhingga sersurai 

derngan turjurannya. Salah satu r urpaya yang biasanya dilakurkan agar 

masyarakat mermaturhi kaidah hurkurm adalah derngan merncanturmkan 

sanksi-sanksinya.  

2. Faktor-faktor Yang Mermperngarurhi Hurkurm 

Dalam prosers pernergakan hurkurm, terrdapat berberrapa faktor yang 

mermperngarurhinya. Mernurrurt Soerrjono Soerkanto yang dikurtip olerh 

Derwi Iriani, terrdapat lima hal pernting yang mernjadi faktor yang sangat 

mermperngarurhi pernergakan hurku rm, yaitur serbagai berrikurt: 5 

d. Faktor Hurkurm 

 
4 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan di 

Indonesia (Jakarta: Universitas Jakarta, 1976), 40. 
5 Dewi Iriani M.H, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di 

Indonesia, 2 ed. (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 210–212. 
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Yang mernernturkan dapat berrfurngsinya serburah hurkurm terrturlis 

derngan baik ataur tidak adalah berrganturng pada aturran hurkurm itur 

serndiri. Hurkurm mermiliki perranan yang sangat pernting di dalam 

kerhidurpan masyarakat, hurkurm burkan hanya mernjadi paramerterr 

urnturk keradilan, kerterraturran, kerterntraman, dan kerterrtiban, tertapi jurga 

urnturk mernjamin adanya kerpastian hurkurm di terngah-terngah 

masyrakat dan serbagai sarana urnturk mermajurkan kerserjahterraan 

masyarakat. 

e. Faktor Pernergak Hurkurm 

Berrfurngsinya suratur hurkurm sangat diperngarurhi olerh faktor 

merntalitas ataur kerpribadian dari para pernergak hurkurm. Apabila 

hurkurm yang surdah dibernturk surdah baik, maka dalam prosers 

perlaksanaan diternturkan olerh para pernergak hurkurm terrserburt. 

Faktor ini merlipurti pihak-pihak yang mermbernturk maurpurn 

mernerrapkan hurkurm. Bagian ini merrurpakan aparaturr pernergak hurkurm 

yang mampur mermberrikan kerpastian, keradilan, serrta kermanfaatan 

hurkurm sercara proporsional. Aparaturr pernergak hurkurm terrdiri dari 

institursi pernergak hurkurm dan aparat (orangnya) pernergak hurkurm, di 

mana pernergak hurkurm dalam arti sermpit ini merlipurti kerpolisian, 

kerjaksaan, kerhakiman, pernaserhat hurkurm dam perturgas sipir lermbaga 

permasyarakatan. Sertiap aparat dan aparaturr hurkurm ini diberrikan 

werwernang urnturk mernjalankan turgasnya yang merlipurti kergiatan 

pernerrimaan laporan, pernyerlidikan, pernyidikan, pernurnturtan, 
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permburktian, pernjaturhan vonis dan mermberrikan sanksi, serrta 

permbinaan kermbali terrpidana. 

Pernergak hurkurm dalam pernjalankan perranannya tidak bisa 

berrburat serernakyna  dan tidak bisa sersurka hati merrerka, karerna merrerka 

jurga harurs mermperrhatikan ertika yang berrlakur dalam lingkurp 

profersinya. Dalam profersi pernergak hurkurm ini merrerka mermpurnyai 

koder ertik serndiri yang surdah diaturr, namurn dalam praktiknya koder 

ertik yang terlah di tertapkan dan diserpakati terrserburt masih terrdapat 

banyak yang dilanggar olerh pernergak hurkurm itur serndiri. Dalam hal 

ini dapat merngakibatkan lambatnya permbangurnan hurkurm yang di 

harapkan olerh nergara ini, serhingga dapat mernimburlkan prasangka 

yang burrurk dan dapat merngurrangi kerperrcayaan masyarakat terrhadap 

kinerrja pernergak hurkurm.  

f. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Mernurrurt Soerrjono Soerkanto yang dikurtip olerh Kristian 

serlain faktor pernergak hurkurm, sarana dan fasilitas merrurpakan faktor 

pernting yang mermerngarurhi prosers pernergakan hurkurm itur serndiri. 

Tanpa adanya durkurngan sarana dan fasilitas terrterntur dalam 

pernergakan suratur hurkurm, maka tidak akan murngkin ursaha dalam 

pernergakan hurkurm akan berrlangsurng derngan baik dan lancar.6 

Adapurn yang dimaksurd itur derngan adanya sarana dan fasilitas dalam 

 
6 Kristian, Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Sinar Grafika, 2022), 91. 
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ursaha pernergakan hurkurm adalah ternaga manursia yang berrperndidikan 

yang terrampil, adanya organisasi yang baik, perralatan yang 

mermadai, kerurangan yang curkurp dan lain serbagainya. Jika dalam hal 

ini tidak terrpernurhi maka surlit bagi pernergak hurkurm urnturk merncapai 

turjurannya. 

g. Faktor Masyarakat 

Turjuran dari pernergakan hurkurm itur serndiri adalah karerna 

adanya masyarkat. Masyarakat mermiliki perran pernting dalam hal 

pernergakan hurkurm itur serndiri, masyarakat jurga mermpurnyai 

perndapat-perndapat terrterntur merngernai hurkurm. Sermakin sersurai apa 

yang terlah diaturr di dalam hurkurm olerh masyarakat, sermakain bagurs 

ursaha dalam pernergakan hurkurm. Sermakin sadar masyarakat terrhadap 

hurkurm, sermakin bagurs jurga kerberrlakuran hurkurm di terngah-terngah 

masyarakat. 

Hurkurm dan masyarakat mermiliki hurburngan timbal balik, 

yakni di mana ada hurkurm di situr ada masyarakat. Hurkurm ada urnturk 

merngaturr berrmasyarakat agar masyarakat mermiliki kersadaran 

hurkurm merngernai perdoman norma terntang perrburatan yang bolerh 

dilakurkan dan perrburatan yang merrurpakan pernyimpangan dalam 

kerhidurpan berrmasyarakat.7 

h. Faktor kerburdayaan 

 
7 Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, “HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM 

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM” vol 1 (Desember 2020), http://ojs.umb-

bungo.ac.id/index.php/DATIN. 
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Kerburdayaan mermiliki furngsi yang sangat bersar bagi 

manursia dan masyarakat, yaitur merngaturr agar manursia dapat 

merngerrti serharursnya berrtindak, berrburat, dan mernernturkan sikapnya 

apabila merlakurkan interraksi derngan orang lain. Sermakin baik 

burdaya masyarakat, sermakin baik jurga pernerrapan hurkurm yang akan 

diimplermerntasikan di terngah-terngah masyarakat.8 

Kerlima faktor terrserburt mermiliki perranan yang sangat 

pernting dalam urpaya pernergakan hurkurm di terngah masyarakat, 

dimana kerlima faktor ini terlah mernjadi satur kersaturan sisterm yang 

saling merndurkurng urnturk terrwurjurdnya masyarakat yang sadar akan 

hurkurm. Serbaiknya, antara kerlima faktor pernergak hurkurm terrserburt 

akan merningkatkan erferktivitas pernergakan hurkurm diterngah 

masyarakat.  

3. Kersadaran Hurkurm 

Urnturk mernciptakan nergara yang aman dan damai, permerrintah 

perrlu r mermberrikan permahaman kerpada masyarakat, urnturk lerbih 

mermurdahkan masyarakat merngernal hurkurm permerrintah derngan 

mermberrikan sosialisasi merngernai hurkurm baik perraturran dan urndang-

urndang. Derngan adanya sosialisasi dan pernyurlurhan merngernai hurkurm 

diharapkan masyarakat akan sadar hurkurm, dan derngan dermikian akan 

terrciptanya masyarakat yang terrtib akan hurkurm. Adapu rn kersadaran 

 
8 Dewi Iriani M.H, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di 

Indonesia, 210–212. 
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urnturk sermura erlermern jurga pernting urnturk merwurjurdkan serbagai berrikurt: 

a. Bagi perngurasa ataur permerrintah: mermburat aturran dan mernerrapkan 

aturran tidak hanya berrlakur bagi masyarakat namurn bagi perngurasas 

dan permerrintah agar tidak mernyalahgurnakan kerkurasaannya. 

Mermberrikan perrlindurngan yang sama adil mernurrurt hu rkurm. 

b. Bagi pernergak hurkurm: pernergak hurkurm yang mernjalankan institursi 

suratur lermbaga hurkurm herndaknya berrsikap adil, tidak pandang 

burlur, anti surap, dan tidak mermberla yang salah. Mermberrikan 

perrlakuran yang sama adilnya mernurrurt hurkurm. 

c. Bagi masyarkat: derngan adanya aturran perrurndang-urndangan 

diharapkan masyarakat sadar akan hurkurm tanpa merlakurkan 

kersalahan yang dapat merru rgikan dirinya.9 

Suratur aturran ataur urndang-urndang dapat dikatakan erferktif apabila 

sermura faktornya bisa berrjalan derngan sermerstinya murlai dari  perraturran 

yang surdah mermurat turjuran dan jurga muratan yang bisa dijalankan. 

Serlanjurtnya didurkurng olerh aparaturr pernergak hurkurm yang mernergakkan 

perraturran terrserburt agar masyarakat merngertahuri dan mermaturhinya, dan 

yang paling urtama itur adalah masyarakat serbagai obyerk dari diburatnya 

perraturran terrserburt bisa mermaturhi urndang-urndang yang ada. 

 

  

 
9 Dewi Iriani M.H, 218. 



 

30 

 

BAB III 

IMPLEMENTASI LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN 

BEKAS DI KOTA MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Kota Madiun 

Kota Madiurn adalah serburah kota di provinsi Jawa Timurr. Kota 

terrbersar ker-4 di Jawa Timurr serterlah Surrabaya, Malang, dan Kerdiri. Kota 

yang terrkernal derngan serburtan Kota Gadis, yang merrurpakan singkatan dari 

Kota Perrdagangan, Perndidikan, dan Indurstri. Kota Madiurn merrurpakan 

kota wisata yang mermpurnyai berranerka ragam wisata yang sangat mernarik. 

Wisata kerliling durnia tanpa ker lurar nergerri, salah satur wisata yang ada di 

Kawasan Pahlawan Strerert Cernterr (PSC) serjurmlah derstinasi lurar nergerri 

yang mernjadi idola wisatawan dari berrbagai daerrah.1 

Derngan berrbagai ragam daya tarik yang dimiliki, Kota Madiurn 

mermpurnyai poternsi bersar di bidang perngermbangan UrMKM 

masyarakatnya. UrMKM merrurpakan roda perrpurtaran erkonomi skala mikro 

yang bisa mernjadi surmberr harapan hidurp bagi sertiap orang, derngan 

terrbernturknya aksers UrMKM sercara luras maka harapannya dapat 

mernurmburhkan taraf hidurp Masyarakat. 

Salah satur UrMKM yang bisa mernjadi surmberr kerhidurpan adalah 

jural berli pakaian berkas impor. Jural berli pakaian berkas impor merrurpakan 

 
1 “Kota Madiun,” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 7 Mei 2024, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Madiun&oldid=25682195. 
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salah satur surmberr mata perncaharian yang serdang banyak digermari banyak 

orang, olerh karerna itur masyarakat mermanfaatkannya urnturk dijadikan 

surmberr pernghasilan serhari-hari. 

Di Kota Madiurn, banyak ditermurkan orang-orang yang mermperrjural 

berlikan pakaian berkas impor ini. Praktik jural berli pakaian berkas banyak 

dijurmpai, salah saturnya di Surnday Markert Kota Madiurn berralamat di Jl. 

Ahmad Yani, terpatnya di arera derkat bantaran kali Kota Madiu rn. Serlain itur, 

dapat di jurmpai di pinggir jalan, pasar, hingga rurko-rurko yang ada di 

serkitaran Kota Madiurn. 

B. Usaha Pemerintah Kota Madiun Tentang Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Jual 

Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun 

Usaha Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun untuk 

menegakkan aturan larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota 

Madiun, dalam hal ini yang dimaksud yaitu Dinas Perdagangan Kota 

Madiun yang berrturjuran untuk merncapai kerdamaian derngan merwurjurdkan 

kerpastian dan keradilan dalam masyarakat. 

Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022 Terntang 

Perrurbahan Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor 18 Tahurn 2021 terntang 

Barang Dilarang Erkspor dan Barang Dilarang Impor pada lampiran II 

bagian IV jernis kantong plastik, karurng berkas, dan pakaian berkas terlah 

diterterpkan. Kerbijakan larangan impor pakaian berkas diburat burkan tanpa 

alasan, merlainkan karerna dikhawatirkan akan mermbawa pernyakit yang 
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merngancam kerserhatan serrta berrperngarurh pada kerserjahterraan produrk lokal, 

namurn sampai saat ini berlurm berrjalan derngan baik merngernai perraturran 

terrserburt. Dalam hal ini usaha permerrintah dalam merngerndalikan impor 

barang-barang berkas yang berrpoternsi merncermari lingkurngan dan 

merrurgikan indurstri dalam nergerri. 

Serperrti yang dikermurkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn: 

“Derngan adanya bisnis pakaian berkas impor ini merrurgikan 

produrksi indurstri lokal mas, karerna pasar prodak lokal terrgerserr 

karerna pakaian berkas itur derngan alih-alih merndapat brand terrnama 

derngan harga yang terrjangkaur”.2 

 

Jual beli pakaian berkas impor serbernarnya surdah berrjalan lama. 

Merskipu rn pakaian berkas surdah dilarang dan surdah ada perraturrannya, 

sampai saat ini di Surnday Markert Kota Madiurn masih banyak pernjural yang 

masih mermperrdagangkan pakaian-pakaian berkas impor.  

Dalam usaha pernergakan hurkurm merngernai erferktivitas Perraturran 

Mernterri Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022, usaha pemerintah dalam 

merngerndalikan larangan impor barang-barang berkas yang berrpoternsi 

merncermari lingku rngan dan merrurgikan indu rstri dalam nergerri antara lain: 

1. Kaidah Hurkurm ataur Perraturran Hurkurm  

Pemerintah telah mentapkan adanya larangan jual beli pakaian 

bekas impor yang tertuang dalam Perraturran Mernterri Perrdagangan 

 
2 Anang WIbowo, Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023. 
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Nomor 40 tahurn 2022 terntang larangan impor pakaian berkas untuk 

menyediakan landasan hukum yang jelas untuk penegakkan aturan 

terkait jual beli pakaian bekas impor. 

2. Petugas atau Penegak hukum 

Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun sudah 

melakukan permbinaan jual beli barang yang dilarang terrmasurk jual beli 

pakaian berkas yang terlah ramai di Surnday Markert Kota Madiurn. 

Walaurpurn surdah dilakurkan permbinaan dan perngawasan perrdagangan 

terrhadap perlakur bisnis pakaian berkas masih banyak ditermurkan.  

Serperrti yang dikermu rkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn: 

“Dari perturgas kita karena tidak adanya kerjasama dengan 

satpol PP untuk menegakkan peraturan, kami surdah 

mermberrikan permbinaan dan sosialisasi langsurng ker pernjural 

pakaian berkas yang ada di Surnday Markert Kota Madiurn derngan 

merlakurkan himbauran terrhadap larangan dalam pernjuralan 

pakaian berkas, namurn dari sisi pernjural sampai saat ini masih 

banyak yang jural, malah bahkan ada yang burka toko di pinggir 

jalan”3 

 

Berrdasarkan dari hasil wawancara terrserburt dapat disimpulkan 

bahwasannya Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun telah 

berusaha untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi secara 

langsung kepada pedagang yang mempunyai lapak pakaian bekas di 

Sunday Market Kota Madiun. 

 

 
3 Anang WIbowo. Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023 
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3. Sarana dan Fasilitas 

Terrbatasnya sarana dan prasarana disini diakibatkan derngan 

kerwernangan yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Perrdagangan yang 

hanya serbatas merlakurkan perngawasan terrhadap kergiatan perrdagangan 

Serperrti yang dikermu rkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn: 

“Dari kita Dinas Pariwisata dan Perrdangan tidak mermberrikan 

sanksi terrhadap para pernjural, karerna serharursnya permerrintah 

pursat yang merlakurkan permerriksaan di perlaburhan-perlaburhan 

yang merrurpakan pintu r masurk dari pakaian-pakaian berkas, 

karerna kerwernangan terrserburt merrurpakan kerwernangn pursat, 

urnturk kami yang daerrah curkurp tidak mermberrikan izin 

berrdagang jika merrerka merminta izin dagang”4 

 

Dari hasil wawancara terrserburt dapat disimpurlkan serberlurm 

pakaian berkas terrserburt sampai ker daerrah-daerrah, permerrintah pursat 

serharursnya mermperrkertat perngawasan di perlaburhan-perlaburhan urnturk 

mernghindari pernyerbaran berkas impor agar tidak sermakin luras. Hal ini 

dapat diartikan kurrangnya ternaga kerrja dan organisasi yang baik dalam 

mernjalankan aturran terrserburt agar dapat terrlaksana derngan baik. 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Larangan 

Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun 

Di Indonersia perrdagangan pakaian berkas surdah sangat terrkernal, 

bahkan serberlurm tahurn 1999 dan terrurs berrkermbang sampai serkarang. 

Pakaian-pakaian berkas terrserburt murdah masurk ker Indonersia karerna tidak 

 
4 Anang WIbowo. Madiun, 15 Desember 2023 
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adanya perngawasan yang kertat di perlaburhan. 

Serperrti yang dikermurkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn: 

“Pakaian-pakaian berkas ini masih tertap ada dan masih ada yang 

ju ral salah satur faktor urtamanya karerna di perlaburhan dimana awal 

masurk pakaian berkas impor itur tidak ada permerriksaan dan 

pernjagaannya kurrang kertat mas” 

 

Dari hasil wawancara terrserburt dapat disimpurlkan Dinas Pariwisata 

dan Perrdagangan Kota Madiurn merngalami kersurlitan urnturk mernangani 

perrdagangan pakaian berkas, dikarernakan masurknya pakaian berkas yang 

tidak terrkontrol dan kurrang kertat di perlaburhan, dimana dalam hal ini 

permerrintahan pursat serharursnya mermperrkertat perngawasan di perlaburhan 

urnturk mernghindari pernyerbaran pakaian berkas impor yang sermakin luras. 

Serlain itur kersadaran masyarakat jurga harurs diiturmbu rhkan karerna 

perntingnya suratur aturran hurkurm. Kersadaran terrserburt dapat diturmburhkan 

salah saturnya merlaluri sosialisasi serhingga merrerka merngertahuri terntang 

aturran yang harurs merrerka taati. Sosialisasi itur suratur prosers serserorang dapat 

mernghayati dan mermahami norma-norma dalam masyarakat serhingga 

merrerka mermbernturk kerpribadiannya sersurai derngan nilai-nilai yang 

terrkandu rng dalam norma-norma terrserburt. Dalam pernergakkan hurkurm, 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan Kota Madiurn serharursnya berkerrjasama 

derngan berberrapa pihak terrkait perningkatan pernergakan hurku rm di bidang 

perrlindu rngan konsurmern. Namurn dalam reralitanya tidak ada kerrjasama 

dalam pernergakan hurkurm terrserburt, sosialisasi tanpa adanya pernindakan 
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lerbih lanjurt, dapat mernjadikan para perdagang tertap konsistern pada mata 

perncariannya derngan mernjural pakaian berkas impor. 

Serperrti yang dikermurkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn: 

“Dari Dinas Pariwisata dan Perrdagangan tidak mermberrikan sanksi 

terrhadap para pernjural mas, karerna serharursnya permerrintah pursat 

yang merlakurkan permerriksaan terrserburt. Dari perturgas kita hanya 

mermberrikan himbauran dan sosialisasi terrhadap larangan dalam 

pernjuralan pakaian berkas.” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpurlkan Dinas Pariwisata 

dan Perrdangan hanya mermberrikan himbauran dan sosialisasi terrhadap 

perdagang yang mernjural pakaian berkas impor tanpa ada kertertapan sanksi 

yang diberrikan. 

Seperti yang dikatakan mas Dafa sebagai pemilik thrift Thrisoe 

yang mengatakan: 

“saya jualan ini dari awal pandemi mas, yang awaknya hanya 

iseng-iseng karena lihat di media sosial pasarnya banyak dan 

peminatnya juga banyak, ya akhirnya saya ikut jualan. Kalau 

tentang larangan tersebut saya sudah tau, tapi ya dari pihak terkait 

belum ada ketegasan mas tentang larangan tersebut. Kalaupun ada 

nantinya, saya juga patuh mas karena saya warga negara yang 

patuh tapi dengan syarat barang saya harus terjual habis dulu mas” 

 

Tidak hanya pernjural saja, namurn para konsurmern jurga mernjadi 

pernghambat dalam mernergakkan hurkurm ini. Banyaknya minat dan 

perrmintaan dari para konsurmern yang merningkatkan pasar pernjuralan 

pakaian berkas impor sermakis tidak bisa terrkontrol. Derngan harga yang 

sangat terrjangkaur, para konsurmern ini surdah merndapat kuralitas yang bagurs 
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dari brand lurar nergerri. 

Serperrti yang dikatakan ibu r yurningsih serlakur permilik lapak Thrift 

Murrmerr: 

“Konsurmernkur ini dari berrbagai khalangan mas, dari yang murda 

sampai yang tura. Ya murngkin alasannya salah saturnya karerna bisa 

merndapatkan merrerk yan brandit derngan harga yang terrjangkaur 

mas, kadang itur aja jurga masih ditawar. Terrurs jurga murngkin karerna 

barang lokal itur kurrang mernjaga kuralitas dari sergi kainnya, 

kermurdian jahitannya. Ya itur murngkin faktor-faktor bajur berkas ini 

mernjadi pilihan banyak permberli urnturk mermberlinya daripada 

produrk lokal” 

 

Sama halnya yang disampaikan Pak Arif serbagai permberli pakaian 

berkas impor, bahwasannya ia merngatakan: 

“Saya terrtarik berli pakaian berkas ini surdah lama mas, tapi saya 

lerbih minat di barang berkas serpatur yang berrmerrerk serperrti Niker, 

Adidas, dan Onitsurka Tigerr. Saya biasanya berli barang-barang 

terrserburt lerwat onliner mas, soaler nderk sini masih jarang soal serpatur 

berkas impor, lerbih banyak di pakaian berkasnya. Saya jurga biasanya 

berli pakaian berkas impor khursursnya crerwnerck mas. Kalaur soal 

alasan lerbih mermilih pakaian berkas impor daripada barur tapi lokal 

serbernarnya terrganturng pilihan mas. Kalaur saya lerbih 

mermerntingkan brand dan kuralitasnya mas”.5 

 

Sama halnya yang disampaikan sama mbak salsabila serlaku r 

permberli pakaian berkas impor, ia merngatakan: 

”Saya murlai berli pakaian berkas ini dari saat pandermi mas, di mana 

pas waktur itur awal maraknya pakaian berkas impor. Pakaian yang 

saya berli biasnya dari cardigan, hoodier, cerlana, dan jakert. Alasan 

saya lerbih mermilih pakaian berkas dibanding produrk lokal ini 

karerna salah saturnya merrerk mas, Dan jurga merngurrangi 

kermurngkinan mermakai bajur dan pakaian yang sama derngan orang 

lain. Kalaur soal larangan terrserburt saya surdah merngertahuri mas, 

tapikan saya jurga masih SMA, jadi saya lerbih mermilih harga yang 

murrah sersurai kantong perlajar, derngan harga sergitu r saya surdah 

merndapatkan brand yang terrkernal dari lurar nergerri mas”.6 

 
5 Arif Santoso, Hasil Wawancara, Madiun, 18 Maret 2024. 
6 Salsabila, Hasil Wawancara, Madiun, 19 Maret 2024. 
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpurlkan mbak salsabila 

mernganggap pakaian berkas impor ini lerbih merngurnturngkan dirinya, dari 

sergi harga pakaian berkas impor ini terrgolong murrah, serlain itur jurga 

merngurrangi kermurngkinan mermakai pakaian yang sama derngan orang lain. 

Adanya perraturran dan perlarangan pernjuralan pakaian berkas impor 

ini sangat bagurs karerna serlain mernghindarkan dampak yang diakibatkan 

pakaian berkas terrsburt terrhadap kerserhatan kurlit, perlarangan pakaian berkas 

terrserburt jurga dapat mermajurkan produrksi lokal dalam nergerri.  
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BAB IV 

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2O22 TENTANG 

LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI 

KOTA MADIUN 

 

A.  Usaha Pemerintah Kota Madiun Dalam Penegakan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan 

Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Madiun 

Berdasarkan wawancara bersama subkoordinat Dinas Pariwisata 

dan Perdagangan Kota Madiun, mereka sudah melakukan pembinaan atau 

sosialisasi terhadap pelaku usaha pakaian bekas mengenai aturan aturan 

yang dikeluarkan Menteri Perdagangan  Nomor 40 Tahun 2022  Tentang 

Langan Impor Pakaian Bekas di Kota Madiun. Dinas perdagangan bertugas 

memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi. Namun, efektivitas 

pengawasan ini sangat tergantung pada Kerjasama yang baik antar instansi 

yang ada. Tanpa adanya Kerjasama yang baik antar instansi, pengawasan 

tidak akan berjalan efektf. 

Seperti yang dikemukakan oleh Pak Anang selaku subkoordinator 

pengguanakan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Perdagangan 

Kota Madiun, meskipun tidak adanya kerjasama dengan satpol PP, kami 
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sudah melakukan sosialisasi secara langsung ke penjual pakaian bekas yang 

ada di Sunday Market Kota Madiun dengan melakukan himbauan terhadap 

larangan jual beli pakaian bekas, namun dari sisi penjual sampai saat ini 

masih banyak yang menjualkan. 

Penegakkan hukum merupakan proses atau upaya berlakunya 

norma-norma hukum yang telah diatur, penegakan hukum tersebut 

dimaksudkan untuk menjamin kepentingan mayoritas masyrakat yang 

membeli pakaian bekas impor di Sunday Market Kota Madiun. 

Dinas perdagangan Kota Madiun sebenarnya memiliki tanggung 

jawab yang kompleks dan berjenjang dalam menindak lanjuti penjualan 

barang bekas impor, khususnya pakaian bekas. Dalam proses pengendalian 

social, metode yang digunakan Dinas Perdagngan  dalam penegakkan 

hukum penjualan pakaian bekas ialah langsung turun melakukan kunjungan 

ke lokasi usaha pakaian bekas memberikan penjelasan secara tatap muka 

dan menjawab pertanyaan langsung  dari para pelaku usaha. 

Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan sosialisasi mengenai 

larangan jual beli pakaian bekas impor, namun tidak ada tindak lanjut yang 

konkret. Hal ini mengakibatkan para pedagang tetap menjual barang bekas 

impor mereka dan mengabaikan instruksi pemerintah. Tanpa langkah-

langkah tegas setelah sosialisasi, aturan tidak akan efektif dalam mengubah 

perilaku pedagang dan mencapai  tujuannya.  

Seperti yang dikemukakan Pak Anang bahwasannya dari Dinas 

Pariwisata dan Perdagangan tidak memberikan sanksi terhadap penjual 
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yang masih menjual belikan pakaian bekas di Sunday Market Kota Madiun, 

karena seharusnya pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan di 

pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pintu awal masuk dari pakaian bekas 

tersebut ke Indonesia. Untuk kami yang berada di daerah cukup tidak 

memberikan izin kepada pedagang jika mereka meminta izin. 

Meskipun upaya sosialisasi terhadap para pelaku usaha pakaian 

bekas sudah dilakukan, tanpa disadari penjualan pakaian bekas di Kota 

Madiun akan terus terjadi karena tidak ada tindak lanjut yang serius seperti 

penyelidikan, penyitaan, dan pemberian sanksi.  

Dapat diketahui bahwasannya aturan mengenai sanksi tersebut 

terutuang dalam Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 7 Tahurn 2014 

Terntang Perrdagangan yang mernyatakan bahwasannya dalam pasal 111 dan 

pasal 112 ini merngatakan, sertiap importir yang merngimpor barang dalam 

keradaan tidak barur serbagaimana  dimaksurd dalam  pasal 47 ayat (1) 

dipidana pernjara paling lama 5 (lima) tahurn dan/ataur pidana dernda paling 

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rurpiah). 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

meskipun sudah ada usah dari pemerintah untuk mengeluarkan peraturan 

mengenai jual beli pakaian bekas impor, sampai saat ini Dinas Pariwisata 

dan Perdagangan Kota Madiun tidak membentuk kebijakan  sebagai 

tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022  

terhadap larangan jual beli pakaian bekas. Kemudian pada tahap sosialisasi 

telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan Dinas Pariwisata dan 
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Perdagangan Kota Madiun masih menemukan pedagang  yang menjual 

pakian bekas impor. Kurangnya penegakan hukum yang efektif karena tidak 

adanya sanksi yang diberikan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota 

Madiun yang membuat pelaku usaha pakaian bekas merasa mereka dapat 

terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius dari Dinas Pariwisata 

dan Perdagangan Kota Madiun 

B. Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Implementasi Larangan Jual Beli Pakaian Bekas 

Impor Di Kota Madiun 

Dalam faktor perndurkurng dan pernghambat yang surdah di paparkan 

dalam bab serberlurmnya, derngan mernggurnakan erferktivitas hu rkurm terrdapat 

faktor yang serharursnya mernjadi perndurkurng tertapi dalam hal ini mernjadi 

pernghambat dalam implermerntasi larangan bisnis pakaian berkas di Kota 

Madiurn. Tiga faktor terrserburt diantaranya surbstansi hurku rm, pernergak 

hurkurm, dan masyarakat. 

Dilihat dari surbstansi Hurku rm ataur hurkurm itur serndiri, serperrti yang 

dijerlaskan di atas, bahwasannya hurkurm mermiliki perranan yang sangat 

pernting di dalam kerhidurpan masyarakat karerna mernjamin adanya 

kerpastian hurkurm serrta urnturk mermajurkan kerserjahterraan masyarakat1. Yang 

mernjadikan Perraturran mernterri Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022 

Terntang Larangan Bisnis pakaian Berkas Impor tidak erfisiern karerna 

 
1 Dewi Iriani M.H, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di 

Indonesia, 210. 
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berrterntangan derngan Urndang-Urndang Nomor 8. Pasal 8 (2) Urndang-

Urndang Perrlindurngan Konsurmern 1999 yang merngatakan bahawasannya 

“perlakur ursaha dilarang mermperrdagangkan barang yang rursak, cacat atau r 

berkas, dan terrcermar tanpa mermerberrikan informasi sercara lerngkap dan 

bernar atas barang dimaksurd”. 

Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor 40 Tahurn 2022 tidak 

mermbolerhkan adanya pernjuralan pakaian berkas impor, namurn di Urndang-

Urndang Nomor 8. Pasal 8 (2) Urndang-Urndang Perrlindurngan Konsurmern 

1999 merngatakan bolerh mernjural pakaian berkas derngan syarat mermberrikan 

informasi yang lerngkap dan bernar atas barang yang dimaksurd. 

Pernergak Hurkurm dilihat dari sergi erferktivitas hurkurm merlipurti pihak-

pihak yang mermbernturk maurpurn mernerrapkan hurkurm2. Dalam hal ini 

perturgas dan pernergak hurkurmnya surdah sersurai, karerna merrerka surdah 

mermberrikan sosialisasi dan mermberrikan himbauran kerpada para pernjural 

pakaian berkas impor terrserburt. Adapurn yang mernjadi tidak erferktiv itur 

kertika tidak adanya tindak lanjurt kerpada merrerka yang masih mernjural 

berlikan pakaian berkas impor derngan sanksi.  

Serperrti yang dikermurkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn bahwasannya dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan tidak mermberrikan sanksi terrhadap para 

pernjural, karerna yang serharursnya mermberrikan sanksi itur permerrintah pursat 

 
2 Dewi Iriani M.H, 210. 
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yang merlakurkan permerriksaan terrserburt. Dari perturgas hanya mermberrikan 

himbauran dan sosialisasi terrhadap larangan dalam pernjuralan pakaian 

berkas.3 

Urnturk sanksi surdah terrturang di dalam Urndang-Urndang Rerpurblik 

Indonersia Nomor 7 Tahurn 2014 Terntang Perrdagangan yang mernyatakan 

bahwasannya dalam pasal 111 dan pasal 112 “Sertiap importir yang 

merngimpor barang dalam keradaan tidak barur serbagaimana dimaksu rd 

dalam pasal 47 ayat (1) dipidana pernjara paling lama 5 (lima) tahurn 

dan/atau r pidana dernda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rurpiah. 

Hambatan lain jurga terrdapat dalam faktor sarana dan fasilitas yaitu 

di perlaburhan-perlaburhan yang merrurpakan awalnya pintur masurknya 

pakaian-pakaian berkas impor. Adapurn hal terrserburt mernjadikan kersurlitan 

bagi Dinas Pariwisata dan Perrdagangan Kota Madiurn dalam mernergakkan 

perraturran dikarernakan kurrangnya perngawasan dan kurrang kertat dalam 

merncergah pakaian berkas impor masurk ker dalam nergerri, yang serharursnya 

mermperrkertat perngawasan di perlaburhan urnturk mernghindari pernyerbaran 

pakaian berkas agar tidak sermakin luras. Dalam hal ini yang dimaksu rd itu r 

derngan adanya sarana dan fasilitas dalam u rsaha pernergakan hu rkurm adalah 

ternaga manu rsia yang berrperndidikan dan te rrampil, adanya organisasi yang 

baik, perralatan yang mermadai, keru rangan yang curkurp dan lain serbagainya. 

Serlanjurtnya dilihat dari sergi masyarakat, hurkurm dan masyarakat 

 
3 Anang Wibowo, Hasil Wawancara , Madiun, 15 Desember  2023. 
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mermiliki hurburngan timbal balik, yakni di mana ada hurkurm di situr ada 

masyarakat. Hurkurm ada urnturk merngaturr berrmasyarakat agar masyarakat 

mermiliki kersadaran hurkurm merngernai perdoman norma terntang perrburatan 

yang bolerh dilakurkan dan perrburatan yang merrurpakan pernyimpangan dalam 

kerhidurpan berrmasyarakat4. Urnturk merndurkurng implermerntasi larangan 

bisnis pakaian berkas di Kota Madiurn serharursnya masyarakat jurga ikurt 

andil dan mernolak kerras pernggurnaan pakaian berkas impor, serlain 

mermbahayakan diri karerna dapat terrkerna pernyakit kurlit, pakaian berkas 

impor ju rga dapat merrurgikan produ rksi indurstri lokal. 

Serperrti yang dikermurkakan olerh bapak Anang serlaku r 

surbkoordinator pernggurnaan dan permasaran produrk dalam nergerri dari 

Dinas Pariwisata dan Perrdagangan di Kota Madiurn, bahwasannya derngan 

adanya bisnis pakaian berkas ini sangat merrurgikan indurstri lokal. Adapurn 

perraturran terrserburt jurga karerna kerbaikan masyarakat, karerna adanya 

perraturran terrserburt merncergah kita terrkerna perernyakit kurlit.5 

Berrdasarkan analisis di atas maka dalam faktor pernghambat dan 

perndurku rng dilihat dari terori erferktivitas hurkurm tiga faktor yang serharursnya 

mernjadi perndurkurng akan tertapi malah mernjadi pernghambat dalam 

implermerntsi larangan bisnis pakaian berkas di Kota Madiurn, diantaranya 

kurrangnya perngawasan dan kurrang kertat di arera perlaburhan yang 

merrurpakan awal pintur masurknya pakaian-pakian berkas impor, kermurdian 

 
4 Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, “HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM 

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” 
5 Anang Wibowo, Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023 
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faktor masyarakat serharursnya jurga ikurt andil dan mermaturhi perraturran yang 

surdah dikerlurarakan olerh permerrintah derngan mernolak mernggurnakan 

pakaian berkas impor.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berrdasarkan urraian yang terlah pernerliti jerlaskan di atas, maka 

kersimpu rlan dari pernurlisan skirpsi yang berrjurdurl “Penegakan Hukum Dan 

Erferktivitas Hurkurm Terntang Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor 40 

Tahurn 2022 Terrhadap Larangan Jual Beli Pakaian Berkas Di Kota Madiurn” 

serbagai berrikurt: 

1. Meskipun sudah ada usah dari pemerintah untuk mengeluarkan 

peraturan mengenai jual beli pakaian bekas impor, sampai saat ini 

Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun tidak membentuk 

kebijakan  sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 40 Tahun 2022  terhadap larangan jual beli pakaian bekas. 

Kemudian pada tahap sosialisasi telah dilakukan, tidak menutup 

kemungkinan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun masih 

menemukan pedagang  yang menjual pakian bekas impor. Kurangnya 

penegakan hukum yang efektif karena tidak adanya sanksi yang 

diberikan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun yang 

membuat pelaku usaha pakaian bekas merasa mereka dapat terus 

menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius dari Dinas Pariwisata 

dan Perdagangan Kota Madiun 

2. Dilihat dari erferktivitas hurkurm terrdapat faktor yang serharu rsnya mernjadi 

perndurkurng, namurn dalam hal ini mernjadi perngahambat. Adapaurn yang 
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dimaksurd yaitur Perraturran Mernterri Perrdagangan Nomor 40 tahurn 2022 

terntang larangan pakaian berkas impor yang berrterntangan derngan 

Urndang-Urndanng Nomor 8 pasal 8 (2) Urndang-Urndang Perrlindurngan 

Konsurmern 1999.  

B. Saran 

Serterlah sermura prosers pernu rlisan skripsi sampai dibab V ini, maka 

pernurlis akan mermberrikan serdikit saran bagi permerrintah terntang perraturran 

mernterri perrdagangan terrhadap larangan bisnis pakaian berkas impor. Dari 

kersimpu rlan diatas maka pernurlis mermberrikan saran serbagai berrikurt: 

1. Dinas Pariwisata dan perrdagangan kota Madiurn serbaiknya  mermberrikan 

sanksi yang tergas sersurai perru rndang-urndangan yang berrlakur terrhadap 

perrdagangan pakaian berkas impor. Merlakurkan perngawasan sercara rurtin 

dan mermberrikan sosialisasi agar tidak lagi mermperrdagangkan pakaian 

berkas impor, karerna dapat mernghancurrkan produrk dalam nergerri. 

2. Bagi konsurmern agar lerbih merngertahuri dan mermahami bahayanya 

pakaian berkas impor urnturk Kerserhatan turburh manursia, serhingga para 

konsurmern serberlurm mernggurnakan pakaian berkas impor disarankan 

urnturk merncurci terrlerbih dahurlu r derngan mernggurnakan air panas, hal ini 

urnturk mermatikan bakterri dan jamurr yang terrindikasi dalam pakaian 

berkas terrserburt. 
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